BAB I

P E N D A H U L U A N
1.1. LATAR BELAKANG 
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomr 25 Tahun 2015 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), dimana Renja OPD tersebut merupakan Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai  Organisasi Perangkat Daerah(OPD) wajib untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah(Renja-OPD). Renja-OPD dalam Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten diartikan sebagai “Dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerahuntuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat” (Pasal 1 Butir 19). Dalam pasal lain disebutkan pula “Renja-OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun masyarakat” (Pasal 5 Ayat 2).


Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan unsur  pelayanan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Pemerintah Kota Serang dalam setiap program dan kegiatan harus selalu mengupayakan peningkatan profesionalisme kerja aparaturnya.
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa disetiap daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut diatas ditetapkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang, bahwa Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur lembaga teknis daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota serang.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Maka dari itu Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang terus berupaya mewujudkan optimalisasi manajemen kepegawaian yang teratur dan terarah dalam upaya meningkatkan akuntanbilitas dan mengoptimalkan proses penyelesaian tugas pokok dan fungsi secara berkesinambungan, terinci, terukur serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai norma/ketentuan yang berlaku.

Kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 merupakan kegiatan strategis yang menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kota Serang.
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang sebagai OPD telah pula menyelesaikan seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan yang ditetapkan melalui RKA-DPA 2016 dan sedang melaksanakan program kegiatan sesuai  dengan DPA 2017. 

1.2. LANDASAN HUKUM
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang Tahun 2018 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata cara penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7). 
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2014-2018
17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor  1 Tahun 2016  tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang tahun 2014-2018;
18. Peraturan Walikota Serang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Serang.
19. Peraturan Walikota Serang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang Tahun 2018 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2017 agar perencanaan program/kgiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKPSDM Kota Serang Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya.
Oleh karena itu, tujuan penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Kota Serang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan BKPSDM Kota Serang  Tahun 2018;

2. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah dirumuskan/ditetapkan dalam RKPD dan kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sementara (KUA-PPAS) Tahun 2018;

3.  Sebagai acuan dan pedoman  melaksanakan evaluasi dalam penyelenggaran pemerintahan Daerah Tahun 2018.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang Tahun 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB  I
      PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. 
BAB  II     EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU
Bab ini menguraikan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 
BAB  III
 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 
Bab ini menjelasan telaahan terhadap kebijakan-kebijakan nasional, tujuan, sasaran, program dan kegiatan OPD. 
BAB IV     PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari Rencana Kerja Tahun 2018 

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU
BERDASARKAN RENSTRA
2.1.   
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BKPSDM


Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2016 berhubungan dengan evaluasi kinerja dan evaluasi anggaran/keuangannya.  Evaluasi tersebut sebagaimana tertuang dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 terhadap hasil pengukuran kinerja untuk 8 (Delapan) Program yang di bagi ke dalam  44 (Empat puluh empat) kegiatan dan diantaranya (3) Program dan 17 kegiatan untuk sasaran pendukung yang dilaksanakan untuk kegiatan di bidang Sekretariat.
Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya.  Evaluasi kinerja instansi pemerintah merupakan tugas dari berbagai pihak di berbagai organisasi instansi pemerintah. Evaluasi kinerja instansi dapat dilakukan dengan mengevaluasi kegiatan dan sasaran, serta program dan kegiatan. Oleh karena itu, kinerja instansi dapat dievaluasikan dengan mengevaluasi seluruh atau sebagian dari kebijakan, program dan kegiatan-kegiatannya.

Secara keseluruhan, kinerja program dan kegiatan pada Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang Tahun 2016 dapat tercapai (sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1)

Dari table perbandingan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja pada indicator kinerja tersebut di atas terlihat dari tahun 2014-2016 ada 7 dari 13 indikator kinerja yang target dan realisasi capaian kinerja nya telah sesuai taget yang ditetapkan. Tetapi secara keseluruhan capaian kinerja tersebut sesuai dengan pencapaian target dan realisasinya.

Ke 7 (tujuh) target dan realisasi capaian kinerja yang telah sesuai target yang ditetapkan diantaranya terdapat indicator kinerja dari tahun 20014-2016 yang target dan realisasi capaian kinerja mencerminkan  efesiensi penggunaan anggaran yaiu indicator kinerja jumlah PNS yang menerima penghargaan satya lencana karya satya, persentasi penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS, jumlah pejabat struktural yang mengikuti tes kompetensi jabatan.

Selain itu terdapat pula indikator kinerja yang target dan realisasi capaian kinerjanya belum sesuai target yang ditetapkan yaitu indicator kinerjanya belum sesuai target yang ditetapkan yaitu indicator kinerja jumlah pengisian formasi CPNS dan jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS, hal ini terjadi semenjak tahun 2014-2016 adanya kebijakan pemerintah pusat menunda sementara penerimaan CPNS.

Dari perbandingan evaluasi dan analisis capaian kinerja terlihat meningkat dan sesuai target yang ditetapkan, hal ini atas dukungan aparatur BKPSM Kota Serang yang terus berupaya melakukan perbaikan dan perubahan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai tolak ukur  yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah entitas akuntansi dari Pemerintahan Daerah Kota Serang yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Dalam hal ini seluruh proses kegiatan program tahun 2016 harus dievaluasi dan dilaporkan. Evaluasi dan pelaporan  kegiatan program yang telah dilaksanakan harus mendukung terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Oleh karena itu fungsi  evaluasi dan pelaporan sangatlah penting sebagai tatanan untuk berjalannya pemerintahan yang bersih dan transparan.  Anggaran yang disediakan untuk  Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Kota Serang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 apabila dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya mengalami penurunan. Untuk tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 9.484.518.285,00  Untuk tahun 2016  yaitu sebesar Rp. 9.807.407.161,-  dan anggaran tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 14.241.189.131,- . Adapun realisasi program kegiatan secara rinci adalah sebagai berikut :

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016
	Koring
	Uraian
	Pagu Anggaran
	Realisasi
	Sisa Anggaran
	%

	5
	Belanja
	13.046.940.220
	12.123.525.220
	923.415.000
	92,92

	5.1
	Belanja Tidak Langsung
	3.239.533.059
	3.021.668.085
	217.864.974
	93,27

	 
	Gaji dan Tunjangan
	2.198.641.900
	2.010.280.950
	188.360.950
	91,43

	 
	TP-PNS
	1.040.891.159
	1.011.387.135
	29.504.024
	97,17

	5.2
	Belanja Langsung
	 9.807.407.161
	9.101.857.135
	705.550.026
	92,81

	6.01
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
	
	1,264,979,445
	53,618,655
	95.93

	06.01.02
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	130.500.000
	105.054.462
	25.445.538
	80.50

	06.01.05
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
	50,000,000
	43.673.375
	6.326.625
	87.35

	06.01.06
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
	21.030.000
	17.145.400
	3.884.600
	81.53

	06.01.07
	Penyediaan jasa administrasi keuangan
	20.700.000
	20.700.000
	-
	100.00

	06.01.08
	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	201.950.000
	201.803.000
	147.000
	99.93

	06.01.09
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
	28.850.000
	28.850.000
	0
	100

	06.01.10
	Penyediaan alat tulis kantor
	84.000.000
	83.950.000
	50,000
	99.94

	06.01.11
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	140.000.000
	138.981.500
	1.018.500
	99.27

	06.01.15
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	99.244.000
	94.692.000
	4.552.000
	95.41

	06.01.17
	Penyediaan makanan dan minuman
	89.880.000
	89.875.800
	4.200
	100

	06.01.18
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	495.909.500
	442.641.000
	53.268.500
	89.26

	06.01.19
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
	31.800.000
	31.500.000
	300.000
	99.06

	6.02
	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
	1,381,185,000
	1,315,290,500
	65,894,500
	95.23

	06.02.09
	Pengadaan peralatan gedung kantor
	394.912.000
	375.655.198
	19.256.802
	95.12

	06.02.10
	Pengadaan mebeleur
	98.850.000
	98.816.000
	34.000
	99.97

	06.02.24
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	274.470.000
	274.324.750
	145.250
	99.95

	06.03
	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
	117,120,000
	84,100,000
	33,020,000
	72

	06.03.02
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
	94.100.000
	94.100.000
	0
	100

	06.03.03
	Pengadaan pakaian kerja lapangan
	13.100.000
	13.100.000
	0
	100

	06.04
	FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS
	373,480,000
	359,764,500
	13,715,500
	96.33

	06.04.01
	Pemulangan pegawai yang pensiun
	359.235.000
	312.185.000
	47.050.000
	86.90

	06.04.03
	Pemindahan tugas PNS
	167.620.000
	102.675.000
	64.945.000
	61.25

	06.05
	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
	344,695,000
	298,302,114
	46,392,886
	86.54

	06.05.02
	Sosialisai peraturan perundang-undangan
	321.180.000
	315.665.000
	5.515.000
	98.28

	06.05.04
	Peningkatan kemampuan teknis aparatur
	169.435.190
	164.405.000
	5.030.190
	97.03

	6.06
	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
	723,946,000
	649,312,997
	74,633,003
	89.69

	06.06.01
	Penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
	56.571.000
	42.652.500
	13.918.500
	75.40

	06.06.02
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
	22.612.500
	16.940.000
	5.672.500
	74.91

	06.06.04
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
	64.023.500
	62.656.000
	1.367.500
	86.14

	06.06.05
	Monitirng, evaluasi dan pelaoran
	90.398.000
	77.872.900
	12.525.100
	86.14

	06.06.07
	Penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD
	47.500.000
	45.754.000
	1.746.000
	96.32

	06.06.08
	Penyediaan data, dokumentasi, informatika dan komunikasi  OPD
	386.120.000
	383.860.000
	2.260.000
	99.41

	06.06.10
	Penyusunan rencana kerja OPD
	51.096.000
	40.376.000
	10.720.000
	79.02

	6.35
	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
	2,573,156,400
	2,347,258,200
	225,898,200
	91.22

	06.35.01
	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
	786.040.000
	585.077.050
	200.057.650
	74.55

	06.35.02
	Seleksi penerimaan calon PNS
	150.000.000
	117.414.500
	32.585.500
	78.28

	06.35.04
	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
	211.365.000
	187.767.000
	23.598.000
	88.84

	06.35.05
	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
	225.327.000
	225.327.000
	0
	100

	06.35.06
	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
	334.650.000
	330.200.000
	4.450.000
	98.67

	06.35.08
	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
	203.400.000
	197.183.000
	6.217.000
	98.67

	06.35.09
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
	156.740.000
	132.732.000
	24.008.000
	84.68

	06.35.11
	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
	226,600,000
	192,450,000
	34,150,000
	84.93

	06.35.12
	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
	45.760.000
	41.802.000
	3.958.000
	91.35

	06.35.17
	Ujian penyesuaian kenaikan pangkat
	52.144.000
	52.144.000
	0
	100

	06.35.21
	Pembuatan karpeg, Karis dan Karsu
	79.198.000
	78.520.000
	678.000
	99.14

	06.35.24
	Pembinaan aparatur sipil Negara
	280.030.000
	265.077.050
	14.952.950
	94.66

	6.36
	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
	3,754,430,000
	3,612,864,000
	141,566,000
	96.23

	06.36.02
	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah
	1.287.743.500
	1.265.378.000
	22.365.500
	98.26

	06.36.03
	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah
	1,629.172.471
	1.595.142.350
	34.030.121
	97.91

	06.36.06
	Analisis kebutuhan diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
	170.370.500
	146.019.000
	24.351.500
	85.71



Secara keseluruhan, kinerja program dan kegiatan pada BKPSDM Kota Serang Tahun 2016 dapat tercapai, dimana rata-rata pencapaian kinerja output kegiatan tersebut mencapai 100 % (seratus persen). 
Berdasarkan uraian program yang tercantum dalama laporan realisasi anggaran belanja daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang prosentasenya telah mencapai 92.92 % akan tetapi dalam uraian kegiatan masih terdapat belanja yang realisasinya kurang dari 90 % yaitu pada :

1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pagu Anggaran 130.500.000 Realisasi 105.054.462 Sisa Anggaran 25.445.538 Penyerapan (%)80.50;

2. Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Pagu Anggaran 50.000.000 Realisasi 43.673.375 Sisa Anggaran 6.326.625 Penyerapan (%) 87.35;

3. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional  Pagu Anggaran 21.030.000 Realisasi 43.673.375 Sisa Anggaran 3.884.600 Penyerapan (%)81.53;

4. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Pagu Anggaran 495.909.500 Realisasi 442.641.000 Sisa Anggaran 53.268.500 Penyerapan (%) 89.26;
5. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD Pagu Anggaran 56.571.000 Realisasi 42.652.500 Sisa Anggaran 13.918.500 Penyerapan (%) 75.40;

6. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran Pagu Anggaran 22.612.500  Realisasi 16.940.000 Sisa Anggaran 5.672.500 Penyerapan (%) 74.91;

7. Kegiatan Monitoring, Evaluasi  dan pelaporan Pagu Anggaran 90.398.000 Realisasi 40.376.000 Sisa Anggaran 12.525.100 Penyerapan (%)86.14;

8. Kegiatan Penyusunan rencana kerja OPD Pagu Anggaran 51.096.000 Realisasi 40.376.000 Sisa Anggaran 10.720.000 Penyerapan (%) 79.02;

9. Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Pagu Anggaran 47.450.000 Realisasi 35.030.000 Sisa Anggaran 12.420.000 Penyerapan (%) 73.83;

10.  Kegiatan Analisis kebutuhan diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah  Pagu Anggaran  170.370.500  Realisasi  146.019.000  Sisa Anggaran 24.351.500 Penyerapan (%)85.71;

11.  Kegiatan Peningkatan kesejahteraan ASN  Pagu Anggaran  142.930.000 Realisasi  126.235.000  Sisa Anggaran 16.695.000 Penyerapan (%) 88.32;

12.  Kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karir PNS  Pagu Anggaran  786.040.000 Realisasi  585.982.350 Sisa Anggaran 200.057.650 Penyerapan (%) 74.55;
13.  Kegiatan Seleksi penerimaan CPNS  Pagu Anggaran  150.000.000 Realisasi  117.414.500 Sisa Anggaran 32.585.500 Penyerapan (%) 78.28;

14.  Kegiatan Seleksi penerimaan CPNS  Pagu Anggaran  150.000.000 Realisasi  117.414.500 Sisa Anggaran 32.585.500 Penyerapan (%) 78.28;

15.  Kegiatan  Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Pagu Anggaran  156.740.000 Realisasi  132.732.000 Sisa Anggaran 24.008.000Penyerapan (%)84.68;

16.  Kegiatan  Pemulangan pegawai yang pensiun  Pagu Anggaran  359.235.000 Realisasi  312.185.000 Sisa Anggaran 47.050.000 Penyerapan (%)86.90;

17.  Kegiatan  Penataan system administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Pagu Anggaran  211.365.000 Realisasi  187.767.000 Sisa Anggaran 23.598.000 Penyerapan 88.84;

18.  Kegiatan  Pemindahan tugas PNS Pagu Anggaran  167.620.000 Realisasi  102.675.000 Sisa Anggaran 64.945.000 Penyerapan 61.25;
 Dari tingkat penyerapan anggaran di atas dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran yang tersedia tetap dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan, dengan pengecualian satu kegiatan di atas yang tidak mencapai target kinerja dengan tetap penyerapan anggaran yang sesuai atau selaras denganpencapaian,kinerjanya.

2.2.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN Badan kepegawaian DAN PENGeMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang merupakan kinerja pelayanan yang ditetapkan berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu bahwa Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang mempunyai fungsi :  
1. Penyusunan perencanaan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

3. Pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan  daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;     

4. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum kepegawaian, pengembangan dan pendayagunaan aparatur, pendidikan dan pelatihan aparatur, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan BKPSDM;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut maka kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang  yang secara rutin harus dilaksanakan setiap tahun dan setiap lima tahun berkisar pada perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta data dan informasi secara internal  maupun eksternal.  Hasil pencapaian kinerja sampai Tahun 2016 berdasarkan Rencana Stratejik Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang tahun 2015-2018 adalah sebagaiberikut: 

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Serang

	Indikator Kinerja
	Tahun 2014
	Tahun 2015
	Tahun 2016

	
	Target
	Realisasi
	Target
	Realisasi
	Target
	Realisasi

	Jumlah pejabat struktural dan fungsional yang sesuai kompetensi dan kepangkatan
	400 orang
	400 orang 
	400 orang
	400 orang 
	1406 Orang
	1406 Orang

	Jumlah pengisian formasi CPNS
	465 orang
	136      orang
	0    orang
	0 orang
	0 orang
	0 orang

	Jumlah penyelesaian PNS yang mutasi
	100%
	100%
	173 orang
	173 orang
	175 orang
	125 orang

	Jumlah PNS yang naik pangkat
	600 orang
	1529 orang
	1500 orang
	1200 orang
	80orang
	42 orang

	Persentase keakuratan data informasi kepegawaian dan  penyajian data kepegawaian
	80%
	80%
	80%
	80%
	100%
	100%

	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti tes kompetensi jabatan
	200 orang
	200 orang
	200 orang
	200 orang
	41 orang
	41 orang

	Jumlah PNS yang menerima penghargaan satya lencana karya satya
	200 orang
	200 orang
	200 orang
	200 orang
	150 orang
	149 orang

	Persentase penyelesaian kasus peelanggaran disiplin PNS
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Jumlah PNS yang menerima tugas belajar
	7 orang
	7 orang
	10 orang
	5 orang
	7 Orang
	2 Orang

	Jumlah pelamar calon IPDN
	40 orang
	30 orang
	50 0rang
	50 0rang
	50 orang Pelamar
	117 orang Pelamar

	Jumlah PNS yang mengikuti UPKP (Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat)
	200 orang
	154 orang
	100 orang
	114 Orang
	80 Orang
	42 Orang

	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS
	465 orang
	136
	0 orang
	0 orang
	0 Orang
	0 Orang

	Persentase penyelesaian karis, karsu, dan karpeg
	100%
	100%
	100%
	100%
	80%
	80%


2.3. PENELAAHAN USULAN PROGRAM KEGIATAN MASYARAKAT
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kota Serang sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Walikota Serang Nomor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Kepegawaian Daerah “ Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan  dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan  Untuk mewujudkan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka pada pasal 3 mengatur fungsi  Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Adapun keterkaitan dengan aspirasi atau pelayanan masyarakat, diaplikasikan dalam perencanaan, pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas aparatur serta menempatkan aparatur yang tepat posisi dan tepat kompetensi. 

Sesuai dengan tanggung jawab Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan, mengembangkan dan membina sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Serang dalam hal kaitannya dengan pelayanan aparatur Kota Serang terhadap masyarakat, untuk itu dalam wacana musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) Kota Serang, BKPSDM menampung aspirasi/usulan dari masyarakat aparatur untuk pengembangan sumber daya manusia aparatur dalam bentuk pelaksanaan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan aparat dikewilayahan, salah satunya dengan proses penempatan CPNSD.
	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017



	No.
	Program/Kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Besaran/ Volume
	Catatan

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
	Kota Serang
	 
	 
	 

	 
	Kegiatan Diklat Struktural bagi PNS
	Kota Serang
	Terlaksananya diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Serang
	180 orang


	Permintaan untuk dilaksanakannya diklat kepemimpinan TK.IV lebih dari satu anggakatan

	 
	Kegiatan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS
	Kota Serang
	Terlaksananya diklat-diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Kota Serang
	600  Orang


	Berdasarkan surat edaran kemendagri no. 890/514/SJ tanggal 20 Pebruari 2012 tentang pedoman diklat aparatur setiap PNS wajib minimal mengikuti diklat 50 JP/tahun, untuk pejabat struktural wajib mengikuti 2 jenis diklat kompetensi yang mendukung terhadap tugas pokok dan fungsinya dan alokasi anggaran diklat 

	2
	Program Pembinaan dan Pengembagan Aparatur
	Kota Serang
	 
	 
	 

	 
	Kegiatan Seleksi Penerimaan PNS dan Seleksi Penerimaan PTT dan Penyuluh Pertanian
	Kota Serang
	Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS dan seleksi penerimaan PTT dan Penyuluh Pertanian
	100%
	Adanya permintaan PNS dan tenaga lainnya untuk ditempatkan sesuai disiplin ilmu atau latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimilikinya serta pemenuhan jabatan fungsional tertentu


2.4. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI   
            OPD
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang maka isu penting penyelenggaraan tupoksi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah peningkatan fungsi koordinasi dengan OPD lingkup Pemerintah Kota Serang,  Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat. 
Fungsi koordinasi tersebut diantaranya dalam bentuk penyesuaian peraturan perundang undangan yang mengatur perencanaan, pengendalian dan penatausahaan guna keselarasan dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta koordinasi dalam  kerjasama dengan pemerintah pusat (instansi/kementerian/lembaga).
Permasalahan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang yang berkaitan dengan pelaksanaaan  Tugas Pokok dan Fungsi harus dapat ditangani dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masih belum didukung sepenuhnya dengan kualitas aparatur yang memadai dan profesional serta ketersedian (kecukupan) dan daya dukung sarana prasarana kerja yang memadai;

2. Belum maksimalnya koordinasi internal dalam melakukan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan penatausahaan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dalam rangka percepatan pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi;

3. Mekanisme dan proses perencanaan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan  belum terarah dan terkoordinasi dalam rangka penyusunan perencanaan dan pengendalian yang menggambarkan atau mengarah kepada peningkatan kualitas SDM dan disiplin kerja aparatur serta reformasi birokrasi;
4. Masih kurang tepatnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada BKPSDM Kota Serang; 

5. Belum dilaksanakan secara tepat dan terarahnya pelaksanaan pemantauan dilokasi dimana program/kegiatan dilaksanakan benar-benar melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan; 

6. Data dan informasi kepegawaian yang belum mampu memberikan kelengkapan informasi dan kontribusi terhadap penyusunan perencanaan kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang yang dianalisa secara lingkungan internal dan lingkungan eksternal, isu-isu strategis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan sumber daya, manajemen dan kinerja BKPSDM Kota Serang yang terarah serta berkualitas dalam mendukung perencanaan, pengendalian dan penatausahaan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

2. Peningkatan sistem mekanisme dan proses perencanaan pengendalian dan penatausahaan yang tepat, terarah dan terkoordinasi dalam rangka penyusunan perencanaan yang menggambarkan/mengarah kepada reformasi birokrasi;

3. Pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja BKPSDM Kota Serang yang benar-benar bermanfaat bagi informasi publik perencanaan dan kebijakan dalam bidang kepegawaian,pendidikan dan pelatihan ;

4. Pelaksanaan pemantauan dilokasi dimana program/kegiatan dilaksanakan benar-benar melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah tujuan dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya; 

5. Pelaksanaan evaluasi kinerja dapat mampu menilai kinerja yang diukur dengan efisien, efektivitas dan kemanfaatan program serta berkelanjutan dan mampu mendukung reformasi birokrasi;

6. Perencanaan dan pengendalian serta penatausahaan dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada BKPSDM Kota Serang  yang tepat dan terarah;

7. Peningkatan dan pengembangan data dan informasi kepegawaian sehingga mampu memberikan kelengkapan informasi dan kontribusi   terhadap penyusunan perencanaan pembangunan dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah.
2.5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang Tahun 2017  telah mengacu pada dokumen RKPD Kota Serang Tahun 2017.  Pada perjalanannya terdapat beberapa perubahan yang diakibatkan oleh analisa kebutuhan.  Beberapa perubahan tersebut adalah : Terdapat pengurangan kebutuhan pagu anggaran  belanja langsung BKPSDM dari Rp. 17.249.994.700,- sebagaimana yang diusulkan dan berdasar pada dokumen RKPD menjadi Rp. 9.484.518.285,-  sebagaimana tercantum dalam dokumen. 
2.6. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT


Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan harus senantiasa mengkaji usulan program dan kegiatan dari masyarakat.  Usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Untuk perencanaan di tahun 2018, BKPSDM tidak mendapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat. 
BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 

Kebijakan pembangunan nasional jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen RPJMN Tahun 2015-2018 telah menetapkan 12  prioritas pembangunan, yaitu :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2. Pendidikan

3. Kesehatan 

4. Penanggulangan Kemiskinan 

5. Ketahanan Pangan 

6. Infrastruktur

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8. Energi

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

12. Politik, Hukum dan Keamanan
Sementara untuk tahun 2018, unsur tema RKP Tahun 2018 adalah pada :

1. Pemantapan Perekonomian Nasional

2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan

3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 merupakan RKP terakhir dari periode Rencana Pembanguann Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2018, sehingga tahun 2018 merupakan tahun strategis untuk mengejar berbagai sasaran pembangunan sesuai RPJMN.

Atas dasar kebijakan nasional tersebut, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang sebagai OPD lingkup Pemerintah Kota Serang harus mensinergikan antara prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Banten dan  prioritas pembangunan Kota Serang yang nantinya tertuang dalam dokumen RKPD.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD
3.2.1.
Tujuan 
Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Berdasarkan hal yang berpangkal Kepada Visi, Misi dan ukuran keberhasilan kinerja yang telah digariskan maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran kebutuhan pegawai setiap tahun di setiap OPD berdasarkan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.
2. Memberikan data dan informasi kepegawaian yang dibutuhkan aparatur Pemerintah Kota    Serang.
3. Mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian

4. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan bagi peningkatan kemampuan pegawai.
5. Melaksanakan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian kesejahteraan pegawai berdasarkan aturan yang telah ditetapkan
3.2.2. 
Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sasaran yang berorientasi pada outcome itu bersifat (objective) harus berorientasi perbaikan kondisi keadaan dalam bentuk (kuantitas, kualitas, efesiensi, efektivitas, proses, perilaku) bukan berorientasi pada proses/kegiatan. Sasaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas rencana pembinaan karier PNS

2. Meningkatnya penyusunan instrument analisis jabatan PNS

3. Peningkatan pengembangan system informasi kepegawaian daerah
4. Meningkatkan penyajian data yang terbaru dan lengkap
5. Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran

6. Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana aparatur

7. Meningkatnya kinerja pelayanan kepegawaian

8. Terlaksananya kegiatan  pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

9. Terlaksananya penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
3.3.3. 
PROGRAM DAN KEGIATAN
Tujuan dan sasaran tersebut di atas dijabarkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018.  Pada Tahun 2018 tersebut, BKPSDM melaksanakan program dan kegiatan pada urusan kepegawaian.Program dan kegiatan tersebut tercantum pada tabel berikut.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang  ini merupakan komitmen Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang dan merupakan acuan untuk digunakan sebagai pedoman dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang dalam kurun waktu 1 tahun. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal diperlukan adanya kesungguhan dan partisipasi serta koordinasi yang sebaik-baiknya dari semua pihak dan terutama jajaran aparatur Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang
Perumusan dan penyusunan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang tahun  2018 ini telah diupayakan optimal dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang. Terhadap program dan kegiatan yang telah diusulkan dalam Renja ini, maka akan dilakukan pembahasan dalam forum OPD maupun Musrenbang Prov. Banten, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kegiatan yang belum terakomodir ataupun diakomodir dengan pengurangan pagu anggaran.
 Demikian Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang tahun 2018 disusun, dengan harapan kiranya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
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